
SALINAN

BUPAT] SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2O1S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI SRAGEN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun AnBggaran
2019|

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembarar Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahal Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggr.rng Jawab
I(euangar Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemqrintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembalan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negaia
Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20l1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
Perubahal Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

LO. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan L€mbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4502) sebagaimala telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lemba.ran Negara Republik IndoDesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Taiun 20OS tentang
Dana Perimbangan (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20o5 Nomor 137, Tambahan
kmbar:an Negara Re publik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20lO tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O10 Nomor 1lO, Tambahan kmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penlrusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Pelaturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan InsentiJ
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(kmbararl Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 119, Tambahan l,€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123'
Tambahal L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

18. Peratural Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjamart Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5219);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Nomor 5275);

2O. Peiaturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentalg
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lrmbar,art
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tairbahan l,embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5533);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonisia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaral Negara Republik lndonesia Nomor 5887);

22. Perat1ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar-an

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahl

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun
2OO9 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen-Tahun
2OOg l,iomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 1).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII-AN RAI'1AT DAERAH SRAGEN

dan

BUPATI SRACEN

MEMUTUSKAN:

Menctapkan PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SRAGEN TAHUN ANGGARAN 20I9

Pasal I

ANGGARAN
KABUPATEN

dan Belanja Daerah Kabupaten
n 20 19 sebagai berikut:

Rp. 2.141.194.857.000,-
R 2 4 652.a9

Anggaran Pendapatan
Sragen Tahun Anggara
1 Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

(Defisit) Bp- -15158{3&6a
3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp. -1-05'45&038 6{4.:
b. Pengeluaran Bp' l o 0

Jumlah Pembiayaan Netto RP

Sisa t ebih Pembiayaan
t il5€=038-644-=r

Anggaran Tahun Berkenaan

4

Pasal 2

(1).Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

seiumiah RP. 318 667 208 000,-
b. Dana perimbangan

sejumiah RP. 1 521 1O5 294 0O0'-

c. Lainlain Pcndapatan daerah
yang sah iejumlah Rp. 301 422 355 000,-

(2).Pe;da;atan Aili Daerah sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Pajak daerah

sejumiah RP. 85 O25 0Oo O0O,-

b. Hasil Retribusi daerah
sejumlah RP. 16 47O OOo O0O,-

c. Hasil pengclolaan kekaYaan
daerah Yang diPisahkan
sejumlah RP. 15 000 OoO OoO,-

d. Lain lain PendaPatart
Asli Daerah Yang sah
sejumlah RP' 2O2 l72 2Oa OOO'-

(3).Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

-4-



a. Bagi hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak
sejumlah Rp. 26.933.232.000,
Hasil Bukan Pajak sejumlah

b. Dana Alokasi Umum
sejumlah Rp.1.083.308.681.000,-

c. Dana Alokasi Khusus
sejumlah RP. 352.687.975.000,-

d. Dana tnsentif Daerah Rp. 58 175 406.000,-
(4).Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya sejumlah Rp. 133.378 260.000,-

c. Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus
sejumlah RP. 168.O44.095 00O,-

Pasal 3

{1).Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 2 terdiri dari:
a. Belanja Tidak

Langsung sejumlah Rp. 1.570.23O 9O2.700'-
b. Belanja l,angsung

sejumlah RP. 576.421'.992.944 '-
(2).Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai

sejumlah RP.1. i 33.546.300 10O,-
b. Belanja Bunga Rp. 12.OOO.000.000,-
c. Belanja Hibah sejumlah Rp 44.798.600.000,-
d. Belanja Bartuan Sosial

sejumlah RP. 31.585.839.000,-
I Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten dan
Pemerintah Desa
sejumlah RP. 9.520.000.000,-

g. Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kabupaten
dan Pemerintahan Desa
sejumlah RP. 337.280.163.6O0,-

h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah RP. 1500.000.000,

{3).Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(l ) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belalja Pegawai

sejumlah RP. 68.387.157.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa

sejumlah RP. 332.997.047.200''
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 175.O37.744.744 
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Pasal 4

(l).Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah Rp. 105.458.038.644,-
b. Pengeluaransejumlah Rp. 1O0.OO0.00O.0O0,-

(2).Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya
(SILPA) sejumlah Rp. 105.458.038.644,-

b. Penerimaan Pinjaman
Daerah sejumlah RP.

(3).Pengeluaran sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)

huruf b terdiri dan jenis pembiayaan:
a. Penyertaaan modal (investasi)

pemerintah daerah
sejumlah Rp.

b. Pembayaran pokok
utang sejumlah Rp. 1O0.000.00O.0O0,-

Pasal 5

Uraian tebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l,
tercantum pada LampirarL Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1 . Lampira:-t I

2. Lampiran Il

3. Lampiran Ill

4. Lampiran lV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belarlja Daerah;
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
Rincian Anggaran PendaPatan dan
Belanja Daerah menurut Urusa-n
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rckapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan KeterPaduan
ljrusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;
Daftar Jumlai Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi)
Daera}l;
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7. Lampiran VII :

8. Lampiran VIII :



1 l. Lampiran X

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

t2
13

Lampiran XII
l,ampiran XIII

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya;
DaJtar kegiatan-kegiatan tahun
anggaran sebelumnya ya1lg belum
diselesaikan dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi
Daerah.

Pasal 6

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten SraBen Tahun Anggaran 2019 sebagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran
2019 .

(1). Dalam keadaan darurat Bupati dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

{2). Pengeluaran dengan kriteria darurat dan mendesak
ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

(3). Kriteria darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas

pemerintah daerah yang tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berularg;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah

daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap

anggarar dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh keadaan darurat.

(4). Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliPuti:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar

masyarakat yang anggaraJlnya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

b.keperluan mendesak lainnya yang apabita ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan

c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi
pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun berja-ian.
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn L€mbaran
Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

Diundangkan di Sragen
pada

o

u f ,,.'

"+

-S RAC Ev

UNTUNG YUNI SUKOWA

li

o-

*

DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

WANTO B.

DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 20I8 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH
(4 / 20 18 ).

Sahnan sesuai dengan aslinya
a n Sekretans oaerrh

L

bina Tk I
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